BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa fenomena
ketidakpatuhan pengusaha angkot terhadap standar kelayakan kendaraan yang
tercantum dalam Permenhub Nomor 30 Tahun 2020 disebabkan oleh:

a. Tidak adanya pendapatan yang diakibatkan oleh persaingan antara pengusaha
angkot dengan transportasi online;

b. Keterbatasan pengawasan pemerintah serta penurunan kesadaran pengusaha
angkot untuk melakukan uji KIR yang merupakan alat bagi Dinas Perhubungan
Kota Bandung untuk mengawasi kondisi angkot di Kota Bandung;

c. Penegakkan aturan yang tidak efektif, akibat dari tidak adanya biaya bagi
pengusaha angkot untuk mendorong terjadinya kepatuhan.

5.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk menanggulangi fenomena
ketidakpatuhan pengusaha angkot yang di antaranya adalah membentuk Badan
Usaha Daerah pada angkot yang dikelola langsung oleh Dishub Kota Bandung,
dengan tujuan untuk mempermudah Dishub Kota Bandung melakukan perbaikan
sistem di dalam badan usaha angkot di Kota Bandung. Agar tidak terjadi konflik
pengelolaan antara pengusaha angkot dengan Dishub Kota Bandung, pengelolaan
ini sendiri tetap melibatkan berbagai pengusaha angkot yang sudah ada, untuk
mengelola angkot tersebut. Untuk mempermudah pengelolaan, setiap jurusan
angkot yang ada di kota Bandung bisa ditunjuk seorang ketua yang bisa memiliki
otoritas untuk mengelola angkot pada jurusan-jurusan yang dikelola oleh ketua
tersebut.

Untuk manajemen perusahaan, Dishub Kota Bandung bisa menunjuk orang-
orang yang bisa mengelola keuangan perusahaan dengan baik, sehingga tidak ada
uang yang disalahgunakan oleh pihak mana pun. Kemudian, dalam BUMD Angkot

ini, bisa disiapkan sebuah sistem agar penumpang bisa membayar angkot dengan
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sistem non-tunai menggunakan Kkartu e-money, yang diharapkan bisa
mempermudah pembayaran penumpang, serta menghindari terjadinya penumpang
tidak bayar. Tarif yang digunakan untuk setiap penumpang yang hendak
menggunakan angkot menjadi 5000 rupiah, yang sebelumnya hanya 2000 rupiah,
dengan tujuan agar biaya operasional bisa tertutup, serta mendapat keuntungan
yang bisa digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik, seperti terminal
angkot yang lebih baik dan bersih. Terakhir, Dishub Kota Bandung perlu
melakukan kampanye untuk meningkatkan keinginan masyarakat menggunakan
angkot, sehingga diharapkan bisnis angkot bisa berjalan dengan baik, serta
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Bandung.
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